LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
NIP : 19601219 198503 2 006

PANGKAT / GOL : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

JABATAN : KEPALA DINAS PPPKBPPPA
TRIWULAN : I Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun
2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak (PPKBPPPA) serta tugas lain yang diberikan Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerjaDinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
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e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit
Pelaksana Teknis Dinas;

g. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

BUPATI

KEPALA DINAS

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

Akuntabilitas Kinerja Dinas PPKBPPPA dapat dilihat pada uraian
berikut:



A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Triwulan : I

No [Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Program Anggaran
1 |Menurunnya usia perkawinan pertama (1 (Persentase wanita pernah 73.02 409,739,500
usia < 20 tahun dalam pelayanan kawin usia (15-49) tahun Program Keluarga Berencana dan
kesehatan reproduksi remaja menurut usia kawin pertama; WL AE Kesehatan Reproduksi Remaja Falk
usia < 20 tahun (KRR)
Program Peningkatan Keluarga 8,162,500
Sejahtera
2 Meningkatnya pemberdayaan dan |2  (Indeks Pembangunan Gender 8998 9(.58 Program Peningkatan Peran Serta -
pembangunan pangarusutamaan (IPG) dan Kesetaraan Gender dalam
gender serta perlindungan terhadap Pembangunan
perempuan dan anak
Program Peningkatan 2,262,500
Perlindungan hak Perempuan
3 |Persentase Desa / Kelurahan 2.03 3.38 Program Peningkatan Pelindungan 10,082,000
k Anak Anak
Layak Ana 2desa/kel | 2desa/kel |A"®
pratama pratama
# madya madya Program Pemenuhan Hak Anak 10,428,100
dan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak
3 |Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 4 |Predikat AKIP A A Program Administrasi Perkantoran 153,880,300
Instansi Pemerintah /
79.41 82.55
Peningkatan Sarana dan 165,729,000
Prasarana Aparatur
Peningkatan Pelayanan Kinerja 218,977,400
Perangkat Daerah
Program Peningkatan 2,206,500
Perencanaan, Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan




B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : I

Capaian Kinerj S
No [Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi apatan Rinerja Program Anggaran Realisasi erapan
(%) Anggaran (%)
1 |Menurunnya usia perkawinan pertama |1 |Persentase wanita pernah 73.02 0 0 408,739,500 118,875,500 2901
usia < 20 tahun dalam pelayanan kawin uda {15-49) tahun Program Keluarga Berencana dan
kesehatan reproduks remaja menurut uda kawin pertama; ER A Keschatan Reproduksl Remaja
usda < 20tahun {KRR)
Program Peningkatan Keluarga 1,980,000 .76
Sejahtera
2 Meningkatnya pemberdayaandan |2 |indeks Pembangunan Gender 8998 90.58 0 0 Program Peningkatan Peran Serta
pembangunan pangarusutamaan {IPG) dan Kesetaraan Gender dalam
gender serta perdindungan terhadap Pembangunan
perempuan dan anak
Program Peningkatan 1,131,000 4999
Perdindungan hak Perempuan
3 |Persentase Desa f Kelurahan 203 338 0,68 Program Peningkatan Pelindungan 10,082,000 1,473,390 1461
Layak Anak 2desafkel | 2desaf kel ) Anak
pratama pratama
W ey e bo etz | evperk madya madya Program Pemenuhan Hak Anak 10,428,100 5,715,300 51.81
el dan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak
Vi
3 |Meningkatnya Akuntabditas Kinerja 4 |Predikat AKIP A A 0 0 Program Administrasi Perkantoran 153,880, v 53,003,922 34.50
Instans Pemerintah
7941 8255 0.00 000
Peningkatan Sarana dan 165,729,000 39,345,992 24.04
Prasarana Aparatur
Peningkatan Pelayanan Kinerja 212,977,400 145,902,400 66.63
Perangkat Daerah
Program Peningkatan 477,500 2164
Perencanaan, Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN | 0 RATA-RATA SERAPAN ANGGARAN 35.50




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interpretasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas capaian
Kepala Dinas dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator
rata-rata mencapai 0,17%, dengan rata-rata serapan anggaran 35,50%,

adapun rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Menurunnya usia perkawinan pertama usia <20 tahun
dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, capaian kinerja
0%.

- Indikator Kinerja :

Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut
usia kawin pertama; usia <20 tahun, belum tercapai (0),

karena belum dilakukan survey tahun 2019.

2. Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan
pangarusutamaan  gender serta  perlindungan  terhadap
perempuan dan anak, capaian kinerja O.

Indikator :

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercapai (0), target yang
ditetapkan 90,27. Pencapaian nol karena belum memasuki
jadual Survei yang dilakukan oleh BPS. Jadwal pelaksanaan
survei setiap akhir atau awal tahun berikutnya.

b. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak tercapai 1 desa atau
0,68%

3. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, tercapai (0)
Indikator: Predikat AKIP A, tercapai (0) karena penilaian oleh
Kementerian PAN RB dilakukan di akhir tahun 2019

D. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi sasaran dan

indikator sasaran yang belum tercapai.



Sasaran yang tidak tercapai dari uraian di atas tidak ada. Sasaran yang
masih belum tercapai karena belum jadwal pelaksanaan sesuai dengan

jadwal target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

\/ Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang
diperlukan dengan mencentang (V ).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan I tahun 2019 diperoleh hasil rata-rata

capaian kinerja sasaran sebesar 0,17% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja tidak ada. Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik
antar bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga pelaksanaan pencapaian

sasaran diselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah disepakati.

C. Saran/masukan

1. Meningkatkan koordinasi antara masing-masing bidang.

2. Meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang
berkinerja dengan berpedoman pada perjanjian kerja yang telah
disepakati dengan atasan langsung.

3. Meningkatkan performance kerja di level bawah (Pejabat
Administrator dan Pejabat Pengawas) untuk mendukung percepatan

dan kualitas kinerja Program.

Kandangan, 1 April 2019

Mengetahui,

Atasan Langsung

a Dinas PPKBPPPA,

mbina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MOCH. ADIB, SKM.M.Kes
NIP : 19700624 199602 1 001

PANGKAT / GOL : PEMBINA TINGKAT I (IV/b)

JABATAN : Sekretaris Dinas PPPKBPPPA
TRIWULAN : I Tahun 2019
BAB 1
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun
2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, bahwa Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas lain yang diberikan
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama,
hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan
dokumentasi;

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;



e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

koordinasi penyusunan laporan kinerja, prorgam dan kegiatan;
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h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi
keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat dapat dilihat pada uraian berikut:



A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Triwulan : I



No. Sasaran Program Indikator Kinerja| Satuan Target Program Anggaran Program Kegiatan Anggaran (Rp)
Program 599,433,350 |Program Penyediaan Jasa dan
. Indek Kepuasan o . o . . ; 44,545,200
. |Meningkatnya tata kelola Pl Indek 82 Administrasi Administrasi Administrasi Kantor
administrasi perkantoran elayanan Perkantoran Perkantoran Penyediaan jasa 63,600,000
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan makanan dan 28,104,000
minuman
Rapat-Rapat koordinasi, 403,334,150
konsultasi dan lapangan
Penyediaan Jasa Tenaga 45,850,000
Pendukung
Administrasi/Teknis
Lainnya
Penyebarluasan Informasi 14,000,000
Tugas Pokok dan Fungsi
SKPD
Peningkatan 242,829,000 |Peningkatan Sarana |Penyediaan Peralatan dan 90,239,000
Sarana dan dan Prasarana Perlengkapan Kantor
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan peralatan 58,070,000
dan perlengkapan kantor
Pemeliharaan 94,520,000
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Peningkatan 585,703,700 |Peningkatan Pembinaan Program KBKR 54,937,900
Pelayanan Kinerja Pelayanan Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah |Penyelenggaraan 56,076,700
Ketahanan Keluarga
Peran Serta dan Partisipasi 445,339,100
Masyarakat
Partisipasi Anak 29,350,000
Tingkat Program 9,610,000 |Peningkatan Penyusunan Dokumen 4,910,000
Peningk AKIP
Meningkatnya pemenuhan |pemenuhan persen 80,96 eningkatan p.engembangan
2 . . Perencanaan, sistem pelaporan
aspek kualitas dokumen aspek kualitas pel c . ian ki A d
AKIP dan Keuangan Daerah [dokumen AKIP feap.oran apalan capafan kinerja dan
Kinerja dan keuangan
Tingkat persen 100 Keuangan Penyusunan Dokumen 4,700,000
pemenuhan Keuangan

aspek kualitas
dokumen




B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : I



Capaian Pasu Anggaran Serapan
No Sasaran Program Indikator Kinerja| Satuan | Target | Realisasi | Kinerja Program Anggaran Program Kegiatan guIRFﬁg Realisasi Anggaran
(%) (%)
Pragram 599,433,350 |Program Penyediaan Jasa dan 44545200 | K
; 433, ,545, p 1048340000 23.53
Memngkatn:w_a tah? Indek Kepuasan Indek 82> 0 0 Administrasi Administrasi Administrasi Kantor
kelola administrasi Pelayanan Perkantoran Perkantoran _ -
perkantoran Penyediaan jasa 63,600,000 | Rp 5,787,983.00 9.10
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan makanan dan 28,104,000 | Rp 2,760,000.00 9.82
minuman
Rapat-Rapat koordinasi, 403,334,150 | Rp  24.912539.00 6.18
konsultasi dan lapangan
Penyediaan Jasa Tenaga 45,850,000 | Rp 9.150,000.00 19.96
Pendukung
Administrasi/Teknis
Lainnya
Penyebarluasan Informasi 14,000,000 | »p - -
Tugas Pokok dan Fungsi
SKPD
Peningkatan 242,829,000 |Peningkatan Sarana |Penyediaan Peralatan dan 90,239,000 | rp 12.306,000.00 35.80
Sarana dan dan Prasarana Perlengkapan Kantor
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan peralatan 58,070,000 750,000 1.29
dan perlengkapan kantor
Pemeliharaan 94,520,000 6,312,492 6.68
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Peningkatan 585,703,700 |Peningkatan Pembinaan Program KBKR 54,937,900 745,000.00 1.36
Pelayanan Pelayanan Kinerja
Kinerja Perangkat Perangkat Daerah |Penyelenggaraan 56,076,700 10,900,000 19.44
Daerah Ketahanan Keluarga
Peran Serta dan Partisipasi 445,339,100 134,257,400 0.15,
Masyarakat
Partisipasi Anak 29,350,000 7/ /-
Program 9,610,000 |Peningkatan Penyusunan Dokumen 4,910,000 /- -
i Tingkat persen |[80,96 0 0 Peningkatan pengembangan AKIP ‘é
Memngk:tnya . pemenuhan Perencanaan, sistem pelaporan
Eenl]‘enudag aspe aspek kualitas Pelaporan capaian kinerja dan
ualitas dokumen AKIP dokumen AKIP Capaian Kinerja keuangan
dan Keuangan Daerah dan Keuangan
Tingkat persen |100 0 0 Penyusunan Dokumen 4,700,000 477,500.00 10.16
pemenuhan Keuangan
aspek kualitas
RATA-RATA CAPAIAN KINERIA TRIWULAN I 0 RATA-RATA SERAPAN ANGGARAN 11.56




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interpretasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas capaian

Sekretaris dari 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator baru mencapai

0%, dengan serapan anggaran 11,56%, adapun rincian capaian kinerja

sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen

AKIP dan Keuangan Daerah, capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :

a. Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP, belum

tercapai (0), karena belum dilakukan evaluasi nilai AKIP
untuk tahun 2019. Inspektorat melakukan evaluasi nilai
AKIP 2019 pada tahun 2020. Sementara nilai AKIP tahun
2018 yang keluar pada tahun 2019, Dinas
PPPKBPPPAperikan memperoleh nilai AKIP sebesar 80,11

atau kategori A.

. Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan

daerah, tercapai 0%. Hal ini karena penilaian kualitas

dokomen dilakukan setelah tahun 2019 berakhir.

2. Sasaran: Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran,

capaian kinerja 100.

Indikator : Indeks Kepuasan Pelayanan tercapai (0), target yang
ditetapkan 82. Pencapaian nol karena belum memasuki jadual
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Jadwal pelaksanaan survei

pada semester 1 (bulan Juni) dan semester 2 (bulan Desember).



D. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi sasaran dan

indikator sasaran yang belum tercapai.

Sasaran yang tidak tercapai dari uraian di atas tidak ada. Sasaran yang
masih belum tercapai karena belum jadwal pelaksanaan sesuai dengan

jadwal target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

\/ Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang
diperlukan dengan mencentang (V ).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan I tahun 2019 diperoleh hasil rata-rata

capaian kinerja sasaran sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target

indikator kinerja tidak ada. Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik

antar bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga pelaksanaan pencapaian

sasaran diselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah disepakati.

C. Saran/masukan

1.
2.

Meningkatkan koordinasi antara masing-masing bidang.
Meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang
berkinerja dengan berpedoman pada perjanjian kerja yang telah

disepakati dengan atasan langsung.

. Meningkatkan performance kerja di level bawah (Pejabat Pengawas)

untuk mendukung percepatan dan kualitas kinerja Program.

Kandangan, 1 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Dinas PPKBPPPA,

a. Hj. Is SUSILASTUTI MOCH. ADIB, SKM,M.Kes.
Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I
NIP. 19601219 198503 2 006 NIP. 19700624 199602 1001



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Drs. H. Ermansyah
NIP : 19661022 199503 1 003
PANGKAT / GOL : Pembina / IVa

JABATAN :  Kabid Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera
Triwulan : ITahun 2019
BAB 1
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016
tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
bahwa tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera adalah

sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan teknis pelaksanaan program yang berprinsip
keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta
pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

b. Penyusunan program pembinaan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi
program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

c. Pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi
program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program yang
berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta
pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program yang berprinsip
keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta
pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



Untuk melaksanakan tugas di atas Bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KADIS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA SEJAHTERA




BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : 1

Meningkatnya kelompok Persentase kelompok kegiatan 50,17 53,51 56,86 60,20 Program Peningkatan 1 Pembinaan kelompok 41.302.750
kegiatan ketahanan keluarga Ketahanan keluarga yang aktif Keluarga sejahtera Kegiatan ketahanan
terhadap instansi KB yang keluarga
menyelenggarakan program
KKBPK
2 Persentase instansi KB yang - 9,09 - 18,18 2 Penyusunan data 21.705.900
Menyelenggarakan kegiatan Kependudukan dan
Sinkronisasi dan keterpaduan keluarga

Program KKBPK




. Capaian Kinerja 2019
Triwulan

Meningkatnya
kelompok
ketahanan
keluarga

|

Persentase kelompok
kegiatan ketahanan
keluarga yang aktif

Persentase instansi KB
yang menyelenggarakan
kegitan sinkronisasi dan
keterpaduan program
KKBPK

50,17

9,09

48,13

9,09

Program
Peningkatan
Keluarga
Sejahtera

1 Pembinaan kelompok
Kegiatan ketahana
keluarga

2 Penyusunan data
Kependudukan dan
keluarga

63.008.650

21.705.900

12.000.000

2.970.000|




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No

Capaian Interprestasi

>100% Melebihi Target

= 100% Mencapai Target

1
2
3

< 100% Tidak Mencapai Target

. Sasaran : Tersedianya Kelompok Ketahan Keluarga yang

berkualitas , Pada triwulan I sudah dilaksanakan kegiatan Lomba

BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK Remaja Jalur Pendidikan, PIK Remaja

Masyarakat dan Orang Tua Hebat , Lomba ini dilaksanakan yaitu :

- Untuk meningkatkan Kegiatan Ketahanan Keluarga agar tercipnya
keluarga yang berkualitas sehingga terciptanya masyarakat yang
makmur dan sejahtera.

- Kegiatan ini dilaksanakan terlebih dulu dikarenakan dalam
rangka menghadapi lomba Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan

- Agar mendorong aktifitas para orang tua dan remaja agar giat
melaksanakan program Ketahanan keluarga dalam menciptakan

keluarga yang berkualitas menuju keluarga yang berketahanan.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan
Keluarga Sejahtera melalui Kegiatan Penyelenggaraan
Pembangunan Kesejahteraan Keluarga dengan serapan anggaran

sebesar Rp 56.076.700,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya
kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan
ketahanan keluarganya dan hanya menjalani hidup dengan apa

adanya.

. Pada triwulan I sudah dilaksanakan beberapa kegiatan yang

mendukung indikator di atas, seperti rapat koordinasi teknis
bulanan bidang PPKS yang diikuti oleh Bidang Keluarga Berencana
dan seluruh PLKB se-Kab HSS, memonitor laporan pengendalian
lapangan 11 kecamatan, meentry data laporan pengendalian
lapangan 11 kecamatan dan membuat laporan bulanan hasil dari

laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan.



Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan
Keluarga Sejahtera melalui Kegiatan Penyelenggaraan
Pembangunan Kependudukan Berwawasan KKBPK (kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga) dengan serapan

anggaran sebesar Rp 2.970.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator kinerja tersebut diatas yaitu belum adanya perjanjian
kerjasama dengan instansi yang berkomitmen terhadap

kependudukan.

D. Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi

dalam pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut adalah :

1.

Pendekatan dan memberikan pengertian kepada Keluarga di
masyarakat tentang pentingnya meningkatkan kualitas keluarga yang

berketahanan.

Tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran diatas adalah membuat perjanjian kerjasama dengan instansi

yang berkomitmen terhadap kependudukan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Vv Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).




BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 capaian kinerja sasaran mencapai 100,00%
dikarenakan jadwal pelaksanaan sasaran kegiatan dan indikator sasaran
terjadwal pada triwulan IV. Pada triwulan [ sudah dilaksanakan beberapa

kegiatan yang mendukung indikator di atas.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja hanya pada penjadualan kegiatan Lomba Poktan yang
harus dilaksanakan di triwulan I, karena untuk menyesuaikan kegiatan

lomba di tingkat provinsi yang dilaksanakan diawal triwulan II.

C. Saran/masukan

- Untuk kegiatan poktan akan dilaksanakan pembinaan intensif setelah
evaluasi hasil lomba,
- Untuk kegiatan Keterpaduan dan sinkronisasi, perlu melakukan

pendekatan stockholder dan instansi terkait.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kadis PPKBPPPA, Kabid. Dalduk dan Keluarga
W sejahtera
Dra. Hj. IS SUSILASTUTI Drs. H. ERMANSYAH
Pembina Utama Muda Pembina

NIP.19601219 198503 2 006 NIP.19661022 199503 1 003



NAMA
NIP

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

: SYAHRIL SOFIAN
: 196803051993121002

PANGKAT / GOL : PEMBINA (1V/a)

JABATAN :  KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,
Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Triwulan : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencna, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

di'bawah tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

a.

Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan penyusunan program keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi;

Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan penyusunan Juklak dan Juknis serta SOP, mengenai

pembinaan serta pengendalian serta pelayanan keluarga berencana;

. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan pembinaan, pendayagunaan petugas dan Kader Lini
lapangan KB

merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan advokasi, komunikasi, informasi serta edukasi keluarga
berencana;

Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan Pembinaan pelayanan kontrasepsi, pengelolaan alat
kontrasepsi dan kesehatan reproduksi;

Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan
Tim Mobil Unit Pelayanan KB (Muyan KB) dan Tim Keluarga

Berencana Keliling;



g. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan Pelayanan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan
peran serta institusi masyarakat pedesaan di bidang keluarga
berencana;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

bidang Tugas;

Untuk melaksanakan tugas diatas Sub. Bagian Pelayanan Publik dan

Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KADIS

KEPALA BIDANG




A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : I

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN

Meningkatnya
Kesertaan Peserta
Keluarga Berencana

Persentase organisasi Kegiatan Program Keluarga RevitalisasiPendewasaan

yang menindaklanjuti (10%) 0 3 0 Berencana dan Usia Perkawinan (PUP) 39.978.500
kesepakatan 12/120 Kesehatan dan Kesehatan

pendewasaan usia Reproduksi Remaja Reproduksi Remaja (KRR)

perkawinan

Persentase pasangan Persen Penyediaan Pelayanan 259.507.900
usia subur yang (78,99%) | 78,13 | 78,30 | 78,40 Keluarga Berencana

menjadi peserta KB
Aktif




B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : I

Meningkat
-nya
Kesertaan
Peserta
Keluarga
Berencana

Persentase Kegiatan | O | 3 | O | O | 3 | O 100% | Program Revitalisasi

organisasi (10%) Keluarga Pendewasaan | 39.978.500 12.575,500 | 0,31%

yang 12/120 Berencana Usia

menindak- dan Perkawinan

lanjuti Kesehatan (PUP) dan

kesepakatan Reproduksi | Kesehatan

pendewasaan Remaja Reproduksi

usia Remaja (KRR)

perkawinan

Persentase Persen | /8|78, |78, 178,178,178, 100% Penyediaan | 259.507.900 | 56.800.000 |21,89%
13 30| 40 | 13 | 30 | 40

pasangan (78,99%) Pelayanan

usia subur Keluarga

yang menjadi Berencana

peserta KB
Aktif




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi

1 >100% Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan [ 2019 di atas rata-rata

capaian kinerja Bidang Keluarga Berencana Dinas PPKBPPPA Kab. Hulu

Sungai Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran dapat

mencapai 100,00% atau melebihi target dengan rincian capaian kinerja

sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Kesertaan Peserta Keluarga Berencana

1.

Persentase organisasi yang menindak-lanjuti kesepakatan
pendewasaan usia perkawinan meningkat sama dengan 100%.
Indikator Kinerja :
- Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Program Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Kegiatan
Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR) dengan serapan anggaran sebesar
Rp. 12.575.500
Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu belum terjalinnya
kerjasama yang lebih kuat dan serta pemahaman antar organisasi

yang melaksanakan program tersebut.

. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif

tercapai, capaian kinerja sama dengan 100%

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Program Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Kegiatan
Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan serapan
anggaran sebesar Rp. .000.000

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih banyaknya
pasangan usia subur yang droup out atau angka Unmeednet atau

jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi



tidak ber KB. Atau tidak menggunakan dan memakai alat atau obat

kontrasepsi.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut wuntuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan

pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kegiatan sosialisasi kepada SKPD dengan mendorong
keterlibatan Pimpinan SKPD dalam menetapkan anggaran untuk
mendukung terfasilitasinya kegiatan MOU yang telah disepakati, dengan
menuangkan dalam bentuk kegiatan yang lebih kongret. Sedangkan pada
oraganisasi kemasarakan perlu dilakukan pendekatan intensif untuk
lebih mempererat hubungan kerjasama sehingga terbentuk sinergitas

sesuai apa yang dituangkan dala MOU.

2. Merekomendasikan dan mengusulkan kepada Tim Angaran Kabupten
Hulu Sungai Selatan, untuk meningkatan pembiyaan operasional dan

kegiatan pada SKPD secara optimal.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Tahun [ tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target

indikator kinerja, antara lain:

1. Belum optimal jumlah kegiatan yang menyetuh langsung pada obyek

sasaran baik pada remaja, anak maupun orang tua. Karena

keterbatasan pembiayaan

2. Masih Kecilnya angka pemakaian alat kontrasepsi Metode Jangka

Panjang (MKJP) pada Pasangan Usian Subur.

C. Saran/masukan

1.Mendorong keterlibatan pimpinan SKPD dalam mengintensifkan Program

nyata yang dituangkan dalam Kegiatan pada RKA SKPDnya masing-

masing untuk mendukung program ini;

Tanggal, 01 April 2019
Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bidang Keluarga
Kepala Dinas PPKBPPPA,

Berencana,
Dra. Hi IS SUSILASTUTI SYAHRIL SOFIAN
Pembina Utama Muda Pembina

NIP.196012191985032006 NIP.198603051993121002



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA Hj. NOORHADINI ULFAH, SKM

NIP 19700120 199303 2 006

PANGKAT / GOL : Pembina/ IV a

JABATAN : Kabid Pemberdayaan Perempuan Bidang Pemberdayaan
Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. HSS.

Triwulan : I Tahun 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016

tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah

tugas Sub. Bagian Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut :

a.

perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan
keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta
pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan
perempuan;

penyusunan program pembinaan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan
keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta
pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan
perempuan,;

pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan
keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta
pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan
perempuan;

koordinasi, pembinaan dan pengembangan program peningkatan
kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan
perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan
peningkatan kualitas keluarga dan perempuan;

pengawasan dan pengendalian program peningk

atan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan
perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan
peningkatan kualitas keluarga dan perempuan;



g. evaluasi dan pelaporan program peningkatan kualitas hidup
perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan
serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga
dan perempuan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KEPALA DINAS
PPKBPPPA KAB. HSS

KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN




A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : I

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

Meningkatnya | Persentase SKPD yang SKPD - - - Program Peningkatan | Pelaksanaan PUG | 67.014.500,-
penguatan menerapkan anggaran yang Peran Serta dan di tingkat daerah

kelembagaan, responsif gender Kesetaraan Gender

koordinasi dalam Pembangunan

jaringan kerja

perempuan

Meningkatnya | Persentase organisasi organisasi - - - Program Peningkatan | Pelayanan 10.045.000,-
penguatan perempuan penyedia Perlindungan hak Penyelenggaraan

kelembagaan, pelayanan perlindungan Perempuan Perlindungan

koordinasi perempuan yang aktif Perempuan

jaringan kerja
perempuan




B. CAPAIAN KINERJA 2019
Triwulan : I

Meningkatnya | Persentase SKPD Program Pelaksanaan | 67.014.500,- - -
penguatan SKPD yang Peningkatan PUG di
kelembagaan, | menerapkan Peran Serta dan | tingkat
koordinasi anggaran Kesetaraan daerah
jaringan kerja | yang Gender dalam
perempuan responsif Pembangunan
gender
Meningkatnya | Persentase organisasi Program Pelayanan 10.045.000,- | 1.131.000,- | 11,26%
penguatan organisasi Peningkatan Penyelenggaraan
kelembagaan, | perempuan Perlindungan hak gz;ggdf;ian
koordinasi penyedia Perempuan P
jaringan kerja | pelayanan
perempuan perlindungan
perempuan

yang aktif




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 26

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi

1 >100% Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, capaian
kinerja untuk bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 2
(dua) Sasaran dan 1 (dua) indikator sasaran belum sampai pada
penjadwalan target pencapaian yang direncanakan akan dilaksanakan
pada triwulan II, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang menunjang
dalam pencapaian target sasaran indikator tersebut yang telah
dilaksanakan dan mencapai 100,00% atau melebihi target dengan

ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Untuk seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Sasaran : Terlaksananya MoU peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan

Indikator Kinerja : Jumlah SKPD yang perencanaan dan

penganggaran responsif gender (target pencapaian dimulai pada

triwulan 1I), kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan
antara lain :

-Jumlah Surat Keputusan Bupati yang berkaitan tentang
P2WKSS dan KSI, tercapai (100%)

- Jumlah Pembinaan terhadap desa P2WKSS dan KSI, terlaksana
(100%).

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi
Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Tahun 2019
disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi
Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Tahun 2019

disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)



Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator

Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan

Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah melalui kegiatan Peran

Serta dan Partisipasi Masyarakat dengan serapan anggaran

sebesar Rp. 134.257.400,- dan Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui

Kegiatan Pelaksanaan PUG di tingkat daerah dengan serapan

anggaran sebesar Rp. 0,- (karena penjadwalan kegiatan dimulai

pada triwulan II)

. Untuk seksi Perlindungan Perempuan

Sasaran : Tersedianya layanan perlindungan perempuan

Indikator Kinerja : Jumlah organisasi perempuan penyedia

pelayanan perlindungan perempuan dibina (target pencapaian

dimulai pada triwulan II), kegiatan yang mendukung dalam
pelaksanaan antara lain :

-Jumlah desa yang mendapat sosialisasi perlindungan
perempuan dalam rumah tangga, tercapai (100%)

-Jumlah pendampingan pelaksanaan penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan atau pun
yang terdata, melebihi target (300%).

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi
Perlindungan Perempuan Tahun 2019 disusun dan
disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi
Perlindungan Perempuan Tahun 2019 disusun dan
disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator

Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan

Perlindungan hak Perempuan melalui Kegiatan Pelayanan

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dengan serapan

anggaran sebesar Rp. 1.131.000,-



Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu
masih kurangnya SDM yang memahami dalam pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan juga masih kurangnya SDM dalam
pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam penyelesaian
dan pendampingannya memerlukan tenaga dan waktu yang

cukup lama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan

pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang SDM yang memahami dalam
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan masih kurangnya SDM
dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam penyelesaian dan
pendampingannya memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).




Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan I tahun 2019 capaian belum dapat dilaksanakan karena
terjadwal pada triwulan II akan tetapi kegiatan yang mendukung dalam
pelaksanaan tugas kualitas hidup perempuan dan keluarga yaitu
kegiatan peningkatan peran serta partisipasi masyarakat sudah
terlaksana 100% dan juga kegiatan pelayanan penyelenggaraan

perlindungan perempuan sudah terlaksana 100%.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang
memahami dan terlatih dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender
dan kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan dalam
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam
penyelesaian dan pendampingannya memerlukan tenaga dan waktu

yang cukup lama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Saran/masukan
Perlunya sumber daya manusia yang terlatih dan memahami dalam
pelaksanaan pengarusutamaan gender serta dalam pelayanan maupun
pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Dinas PPKBPPPA, Kabid. Pemberdayaan Perempuan,

Dra.Hj.IS SUSILASTUTI Hj. NOORHADINI ULFAH, SKM
Pémbina Utama Muda Pembina Tk. I
NIP. 19601219 198503 2 006 NIP. 19640701 198712 2 005




LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

Nama Hj. Tatik Sri Rahayu, SPt, MP

NIP 19681007 199803 2 002

Pangkat / Gol Pembina / IVa

Jabatan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kab. HSS

Triwulan I Tahun 2019

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sunbgai Selatan Nomor 82 Tahun

2016Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu

Sungai Selatan, bahwa tugas Kepala Bidang Perlindungan anak

mempunyai tugas melaksanakan

(1) Pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program
perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan
lembaga layanan anak.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan program perlindungan anak, pemenuhan
hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak;

b. Penyusunan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak,
dan pengembangan lembaga layanan anak;

c. Pelaksanaan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak,
dan pengembangan lembaga layanan anak;

d. Pengawasan dan pengendalian program perlindungan anak,

pemenuhan hak anak, dan pengembangan layanan anak;



e. koordinasi, pembinaan dan pengembangan program peningkatan
kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan
Evaluasi dan pelaporan program perlindungan anak, pemenuhan
hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas diatas Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai
tugas :

B. Struktur Jabatan (Peta Jabatan)

Kepala Dinas

v

Kepala Bidang Perlindungan Anak




BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : I

Meningkatnya Persentase kasus kekerasan Persen 100% | 100% | 100% | Program Pelayanan 23.966.000
pemenuhan dan | terhadap anak yang terselesaikan Peningkatan Penyelenggaraan
perlindungan . Perlindungan

terhadap anak iir}allildungan Anak

korban tindak

kekerasan yang

terselesaikan

Meningkatnya Tingkat pemenuhan aspek Persen 1,85 1,85 1,85 | Program Pelayanan 92.724.300
penguatan Desa/Kelurahan Layak Anak Pemenuhan Pemenuhan hak
kelembagaan, berbasis Klaster Hak Anak dan | Anak

koordinasi Peningkatan

jaringan kerja Kualitas

Desa/Kelurahan Hidup Anak

Layak Anak




B. CAPAIAN KINERJA 2019
Triwulan : I

Meningkatnya | Persentase | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100% | Program | Pelayanan | 23.966.000 | 1.473.390 | 22.492.610
pemenuhan kasus Peningk | Penyelengg
dan kekerasan atan araan
perlindungan | terhadap Perlindu Perlindung
terhadap anak | anak yang an Anak
. . ngan
korban tindak | terselesaik A
nak
kekerasan an
yang
terselesaikan
Meningkatnya | Tingkat Persen | 1,85 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 100% | Program |Pelayanan | 92.724.300 | 5.715.300 | 87.009.300
penguatan pemenuha Pemenuh |[Pemenuhan
kelembagaan, | n aspek an Hak |hak Anak
koordinasi Desa/Kelu Anak dan
jaringan kerja | rahan Peningka
Desa/Kelurah | Layak tan
an Layak Anak | Anak Kualitas
berbasis Hidup
Klaster Anak




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan Il 2019 di atas, capaian kinerja
Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu
Sungai Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran telah
dilaksanakan dan mencapai 100 % dengan perincian capaian kinerja sebagai
berikut :

1. Kasi Perlindungan Khusus Anak
Sasaran : Tersedianya perlindungan terhadap anak (adanya Layanan
Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkedudukan di Kab. HSS dan
di bawah kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.
HSS).
Indikator Kinerja : Terbentuk serta terbinanya Perlindungan Anak Terpadu
(PATBM) di Desa/Kelurahan. Dengan jumlah keseluruhan 48 PATBM yang
tersebar di wilayah Kab. HSS.
kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Terbentuknya Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak
dengan anggota antara lain terdiri dari Jaksa anak, Pengacara,
Kepolisian, RUTAN, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan,
Kemenag, Peksos/Dinas Sosial, tercapai (100%)

- Terlaksanaya rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan anak,
tercapai (100%)

- Terlaksananya sosialisasi PATBM dan terbinanya PATBM di wilayah
Kab, HSS terlaksana (100%).



- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan  Seksi
Perlindungan Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat
waktu, tercapai (100%)

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi
Perlindungan Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan

tepat waktu, tercapai (100%)

Capaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Perlindungan
Anak melalui Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.473.390,00

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator kinerja tersebut antara lain : masih kurangnya SDM yang
paham tentang penanganan kasus dan perlindungan anak serta
kurangnya petugas pendamping kasus anak sehingga dalam
penyelesaian dan pendampingan kasus anak masih memerlukan

tenaga dari luar dan dengan waktu penyelesaian yang agak panjang.

2. Kasi Pemenuhan Hak Anak

Sasaran : Tersedianya Desa dan Kelurahan Layak Anak

Indikator Kinerja : Jumlah indikator Desa/Kelurahan Layak anak

yang terpenuhi, kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan

antara lain :

- Pembinaan pada Desa/Kelurahan yang menginisiasi menjadi
Desa/kelurahan Layak Anak, tercapai (100%)

- Pembinaan Puskesmas dengan pelayanan ramah anak, tercapai
(100%).

- Tersedianya Sekolah Ramah Anak (SRA) berdasarkan
standarisasi Kementerian PP-PA (Penghargaan SRA Tahun
2019), tercapai (100%).

- Terbinanya Sekolah yang menginisiasi menjadi Sekolah Ramah

Anak, terlaksana (100%)



- Tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak yang tersertifikasi oleh
Kementerian PP-PA di Kab. HSS (Penghargaan Kementerian PP-
PA Tahun 2019), tercapai (100%)

- Terlaksananya Rapat evaluasi Kabupaten Layak Anak, tercapai (100%)

- Terlaksananya kegiatan forum anak di Kab. HSS, tercapai (100%)

- Jumlah desa/kelurahan yang mendapat sosialisasi tentang
Desa/Kelurahan layak Anak terlaksana (100%)

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi
Perlindungan Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat
waktu, tercapai (100%)

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi
Pemenuhan Hak Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan

tepat waktu, tercapai (100%)

Capaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran diatas didukung oleh Program Pemenuhan Hak Anak dan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Kegiatan Pelayanan
Pemenuhan Hak Anak dengan serapan anggaran sebesar

Rp. 5.715.300.000, -

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator kinerja tersebut antara lain : masih kurangnya Sumber
Daya Manusia yang dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan
terhadap Desa/Kelurahan Layak Anak, sekolah yang meninisiasi
menjadi sekolah ramah anak, serta memahami tentang pelayanan
Puskesmas yang ramah anak. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang
dapat melakukan pembinaan terhadap Forum Anak di tingkat Desa/

Kelurahan dan Kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai selatan.

D. Rencana Tindaklanjut

Tindaklanjut atau langkah-langkah dalam mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan

pencapaian Indikator Kinerja Sasaran adalah :



1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang pelaksanaan
program Desa/Kelurahan Layak Anak, SDM yang memahami tentang
Sekolah Ramah Anak, Puskesmas dengan pelayanan yang ramah anak
beserta indikator pendukung lain di dalamnya sehingga terwujud

Kabupaten Layak Anak

. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumberdaya manusia yang
memahami dan terlatih dalam pembinaan Desa/Kelurahan Layak Anak
serta kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pendampingan dan
penanganan kasus kekerasan terhadap anak sehingga dalam
penyelesaian kasus memerlukan tenaga dari luar Dinas sehingga perlu

waktu yang agak panjang untuk koordinasi.

C. Saran/masukan
Adanya Sumber Daya Manusia yang menguasai bidangnya dan terlatih
baik dalam pembinaan Desa/Kelurahan Layak Anak maupun dalam

penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Tanggal, 1 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Di PPKBPPPA, Kepala Bidang Perlindungan Anak

. Hj. IS SUSILASTUTI Hj. TATIK SRI RAHAYU, SPt, MP
Pembina Utama Muda Pembina
NIP.19601219 198503 2 006 NIP.19681007 199303 2 002




NAMA
NIP

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

: Dra. Nursinah

: 19640411 199403 2 009

PANGKAT / GOL : Penata Tk.I /III / d

JABATAN : Kasi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan
Triwulan : I Tahun 2019
BAB 1
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016

ten

tang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

bahwa tugas Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan

adalah sebagai berikut :

a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi
Kependudukan

Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis
penyelengaraan, keterpaduan, dan Sinkronisasi Kependudukan,
termasuk pemetaan keluarga sejahtera

Menyusun bahan penyusunan rencana keterpaduan dan sinkronisasi
program kependudukan, termasuk pemetaan keluarga sejahtera
Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan keterpaduan dan
sinkronisasi program kependudukan, kependudukan termasuk
pemetaan keluarga sejahtera

Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan, termasuk
pemetaan keluarga sejahtera

Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan
kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan,
termasuk pemetaan keluarga sejahtera

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sesuai bidang

tugas



Untuk melaksanakan tugas di atas Sub. Bagian Keterpaduan dan

Sinkronisasi Kependudukan mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
SEJAHTERA

KASI KETERPADUAN DAN SINKRONISASI
KEPENDUDUKAN




BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : 1

Tersedianya institusi KB yang Jumlah instansi KB yang Kegiatan Program Peningkatan Keluarga Penyelenggaraan 21.705.900,-
melaksanakan KKBPK dan menyelenggarakan program KKBPK Sejahtera Pembangunan

instansi yang terkait yang Kependudukan berwawasan

berkomitmen terhadap KKBPK (kependudukan,

kependudukan keluarga berencana dan

pembangunan keluarga)

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : 1

e e | e (Tt DG reen | e s 0D,
= A S R

1 Tersedianya institusi Jumlah instansi Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0.00% Program Penyelenggaraan 21.705.900,- 2.970.000 13,68%
KB yang KB yang Peningkatan Pembangunan
melaksanakan KKBPK | menyelenggarakan Keluarga Sejahtera | Kependudukan
dan instansi yang program KKBPK berwawasan KKBPK
terkait yang (kependudukan, keluarga
berkomitmen terhadap berencana dan

kependudukan pembangunan keluarga




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas capaian kinerja

pada Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan dari 1

(satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran belum mencapai 100,00%

ini dikarenakan target penjadwalan pada sasaran kegiatan dan indikator

sasaran tersebut berada pada triwulan II dan IV, akan tetapi ada sasaran

kegiatan dan indikator sasaran lain yang mendukung kegiatan tersebut

diatas yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1.

Sasaran : Tersedianya institusi KB yang melaksanakan KKBPK dan
instansi yang terkait yang berkomitmen terhadap kependudukan
belum mencapai 100,00%, dikarenakan sasaran kegiatan dan
indikator sasaran terjadwal pada triwulan II dan IV.

Pada triwulan I sudah dilaksanakan beberapa kegiatan yang
mendukung indikator di atas, seperti rapat koordinasi teknis
bulanan bidang PPKS yang diikuti oleh Bidang Keluarga Berencana
dan seluruh PLKB se-Kab HSS, memonitor laporan pengendalian
lapangan 11 kecamatan, meentry data laporan pengendalian
lapangan 11 kecamatan dan membuat laporan bulanan hasil dari

laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan
Keluarga Sejahtera melalui Kegiatan Penyelenggaraan
Pembangunan Kependudukan Berwawasan KKBPK (kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga) dengan serapan

anggaran sebesar Rp 2.970.000,- atau 13,68 %.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator kinerja tersebut diatas yaitu belum adanya perjanjian
kerjasama dengan instansi yang berkomitmen terhadap

kependudukan.



D. Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
diatas adalah membuat perjanjian kerjasama dengan instansi yang

berkomitmen terhadap kependudukan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang ( V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Tahun [ tahun 2019 capaian kinerja sasaran belum mencapai
100,00% dikarenakan jadwal pelaksanaan sasaran kegiatan dan indikator
sasaran terjadwal pada triwulan II dan IV. Pada triwulan I sudah

dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung indikator di atas.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target

indikator kinerja tidak ada permasalahan karena belum dilaksanakan.

C. Saran/masukan

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabid. Dalduk dan Keluarga sejahtera, Kasi Keterpaduan dan Sinkronisasi
Kependudukan,

Drs. H. ERMANSYAH Dra. NURSINAH
Pembina Tk. I Penata Tk. I
NIP.19661022 199503 1 003 NIP.19640411 199403 2 009




LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hj Rakhmawati

NIP : 19690629 198903 2 007

PANGKAT / GOL : Penata Tk.I /III / d

JABATAN : Kasi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga
Triwulan : I Tahun 2019
BAB 1
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

BerdasarkanPeraturanBupatiHulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016
tentangkedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
bahwa tugas Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan

adalah sebagai berikut :

a. Menyusunrencanakegiatan dan mengevaluasi Program Seksi
Pembangunan Kesejahteraan Keluarga

b. Mengembangkan Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Keluarga
Keluarga dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga

c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan program dengan Instansi
terkait yang berkenaan dengan kegiatan Program Peningkatan
Ketahanan keluarga sejahtera

d. Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pembinaan serta Pengawasan kepada
Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga
( BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK/R Jalur Pendidikan,PIK/R  Jalur
Masyarakat)

e. Melakukan Evaluasi dan menganalisa kegiatan Pembangunan
Kesejahteraan Keluarga serta meningkatkan Ketahanan Keluarga

f. Membuat Laporan hasil kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sesuai bidang

tugas

Untuk melaksanakan tugas di atas Sub. Bagian Pembangunan

Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
SEJAHTERA

KASI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA




A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan :

I

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

Terlaksananya
Pelayananan
Ketatausahaan
Administrasi
Umum dan
Kepegawaian

Lomba Kelompok Ketahanan
Keluarga

Kegiatan

1 Program
Peningkatan
Keluarga
Sejahtera

Pembinaan Kelompok Ketahan
Keluarga

56.076.700




Meningkatkan

2 | Kualitas Jumlah Kelompok Ketahanan Kegiatan | 50 | 50 | 50 | Program Pelatihan Kelompok Ketahanan
Kelompok Keluarga yang terdata Peningkatan | Keluarga Bina Keluarga Remaja
Ketahanan Keluarga ( BKR)

Keluarga Sejahtera

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : I

1 | Terlaksananya
Pelayananan
Ketatausahaan
Administrasi
Umum dan
Kepegawaian

Lomba
Kelompok
Ketahanan
Keluarga

Kegiatan

Program
Peningkatan
Keluarga
Sejahtera

Lomba /
Pembinaan
Kelompok
Ketahanan
Keluarga

56.076.700

12.000.000

21.40




Meningkatkan
Kualitas
Kelompok
Ketahanan
Keluarga

Jumlah
Kelompok
Ketahanan
Keluarga
yang
terdata

Kegiatan

50

50

50

50

50

54

102,67
%

Program
Peningkatan
Keluarga
Sejahtera

Pelatihan/
Pembinaan
Kelompok
Ketahanan
Keluarga

41.302.750,-

6.615.500

16.02




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas capaian kinerja pada
Seksi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga 1 (satu) Sasaran yaitu Meningkatkan
Kualitas Kelompok Ketahanan Keluarga dengan indikator kegiatan jumlah
Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif dimana pada triwulan I indikator sasaran
tercapai 102,67%. Adapun kegiatan yang mendukung tersebut diatas yang telah

dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran : Tersedianya Kelompok Ketahan Keluarga yang berkualitas, Pada
triwulan I sudah dilaksanakan kegiatan Lomba BKB, BKR, BKL,UPPKS,PIK
Remaja Jalur Pendidikan, PIK Remaja Masyarakat dan Orang Tua Hebat ,
Lomba ini dilaksanakan yaitu :

- Untuk meningkatkan Kegiatan Ketahanan Keluarga agar tercipnya keluarga
yang berkualitas sehingga terciptanya masyarakat yang makmur dan
sejahtera.

- Kegiatan ini dilaksanakan terlebih dulu dikarenakan dalam rangka
menghadapi lomba Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan

- Agar mendorong aktifitas para orang tua dan remaja agar giat melaksanakan
program Ketahanan keluarga dalam menciptakan keluarga yang

berkualitas menuju keluarga yang berketahanan.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Keluarga Sejahtera
melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga
dengan serapan anggaran sebesar Rp 6.615.500,- atau sekitar 16,02%.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator
kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam
meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarganya dan hanya menjalani

hidup dengan apa adanya.
D. Rencana Tindaklanjut

Tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam

pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut adalah :

1. Pendekatan dan memberikan pengertian kepada Keluarga di masyarakat
tentang pentingnya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan.
2. Kerjasama dengan PKB Kecamatan melakukan pembinaan dengan cara

Sosialisasi kepada Kelompok Ketahanan Keluarga dan masyarakat.



E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan

dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan I tahun 2019 capaian kinerja sasaran mencapai 102,67% untuk

pelaksanaan Kegiatan Lomba Ketahanan Keluarga. Akan tetapi ada kegiatan yang

masih belum dilaksanakan akan tetapi dilaksanakan pada triwulan II.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja,

yang belum dilaksanakan adalah karena kegiatan lomba didahulukan untuk
memudahkan pembinaan menghadapi lomba Tingkat

Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Saran/masukan

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,

Atasan Langsung

Kabid.Dalduk dan Keluarga Sejahtera, Kasi Pembangunan Kesejahteraan
Keluarga,

Drs. H. ERMANSYAH Hj. KHMAWATI

Pembina Tk. I Penata Tk. I
NIP.19661022 199503 1 003 NIP.19690629 198903 2 007




NAMA

NIP

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

MAULIDY RIFANI
19660717 198903 1 006

PANGKAT / GOL : Penata Tk. I (lll/d)

JABATAN . Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan
Institusi Masyarakat
TRIWULAN : | Tahun 2019
BAB |
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018
tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi,
Informasi, Edukasi dan Institusi Masyarakat adalah sebagai berikut:

a.

b.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi
dan Institusi Masyarakat;

Menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan bahan mengenai advokasi,
komunikasi, informasi, edukasi (KIE), pembinaan peran serta masyarakat dan
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan pembinaan petugas lini lapangan;
Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai
strategi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pembinaan
petugas lini lapangan;

Melaksanakan kegiatan pembinaan/penyuluhan, serta advokasi, KIE program
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi,
informasi, edukasi dan pembinaan petugas lini lapangan;

Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi, lembaga swadaya masyarakat
terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta pengendalian
pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pembinaan petugas
lini lapangan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bidang Keluarga
Berencana sesuai bidang tugas.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)

KABID
KELUARGA BERENCANA

KASI ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI,
EDUKASI DAN INSTITUSI MASYARAKAT




BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : |

1 | Terlaksananya | Jumlah remaja/anak | Orang 140 Program Advokasi dan 39.978.600
advokasi berusia 15-19 tahun Keluarga KIE tentang
konseling dan | yang diberikan Berencana Kesehatan
promosi KBKR | sosialisasi dan dan Kesehatan | Reproduksi
edukasi tentang Reproduksi Remaja (KRR)
pendewasaan usia Remaja (KRR)
perkawinan.

Target tersebut diatas adalah kumulatif (sampai dengan triwulan I) adalah 140 orang, Jumlah

remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia
perkawinan



B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : |

Terlaksana-

nya
advokasi
konseling
dan
promosi
KBKR

Jumlah
remaja/ana
k berusia
15-19 tahun
yang
diberikan
sosialisasi
dan edukasi
tentang
pendewasa
an usia
perkawinan

Orang

140

201

143,57%

Program
Keluarga
Berencana
dan
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
(KRR)

Advokasi
dan KIE
tentang
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
(KRR)

39.978.600

12.575.500

31,94%




Disamping melaksanakan kinerja tersebut diatas, kami juga sebagai
Kepala Seksi Advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat pada triwulan I
Tahun 2019 dilaksanakan juga kinerja dengan capainya sebagai berikut :

. o .___.| Capaian

No Indikator kinerja Satuan | Target Realisasi kinerja (%)

1 | Menghimpun, mengolah dan Dokumen| 1 1 100
menganalisa data IMP.

2 | Menghimpun, mengolah dan Dokumen| 1 1 100
menganalisa data PKB/PLKB

3 | Menghimpun Data IMP dan Dokumen| 1 1 100
Poktan yang dibina atasan yang
dilaksanakan.

4 | Menyiapkan/ membuat Bahan Dokumen 1 1 100
KIE

5 | Menyiapkan Buku Materi/ Poster/ |Dokumen| 1 1 100
Leaflet/ Baliho/Spanduk/DlII

6 | Membagi Buku Materi/ Poster/ Dokumen 1 1 100
Leaflet/DlI

7 | Melaksanakan KIE melalui Media |[Dokumen| 2 2 100
Sosial

8 | Memfasilitasi Pemasangan Baliho [Dokumen| 1 1 100

9 | Melaksanakan KIE dengan Dokumen| 1 1 100
Mopen KKB

10 | Melaksanakan Pembinaan ke Dokumen 1 1 100
Petugas Lini Lapangan, Petugas
Pengelola Klinik KB dan Kader
Lini Lapangan/IMP

11 | Memfasilitasi/Melaksanakan Dokumen| 1 0 0
kegiatan Peningkatan Kapasitas
PPKBD

12 | Memfasilitasi/Melaksanakan Dokumen 2 2 100
kegiatan Capacity Building
Pendewasaan Usia Perkawinan

13 | Evaluasi Bulanan kegiatan Dokumen| 1 1 100
pelaksanaan kegiatan advokasi,
komunikasi, informasi, edukasi
dan pembinaan petugas lini
lapangan

14 | Kunjungan Pembinaan Program | Kunjung- 2 2 100
Terpadu Kecamatan Sayang lbu an
(KSI) Tahun 2019

15 | Manilai Lomba IMP, Penyuluh KB | Kegiatan 2 2 100
Berprestasi dan Pasangan KB
Lestari Tk.Kab.HSS Tahun 2019

Jumlah Capaian 93,33%




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target

2 =100% Mencapai Target

3 <100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan | 2019 di atas maka capaian kinerja
Seksi Advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat Dinas PPKBPPPA Kab. Hulu Sungai

Selatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran Terlaksananya Advokasi Konseling dan
Promosi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebesar 143,57%.
Indikator Kinerja :

- Jumlah remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan
edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, tercapai (143,57%)

2. Terlaksananya capaian kinerja kegiatan Kasi Advokasi, Komunkasi, Informasi,
Edukasi dan Institusi Masyarakat dibidang Keluarga Berencana, sesuai
dengan petunjuk teknis untuk ketepatan sasaran program sebesar 93,33%

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja

Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat

Daerah melalui Kegiatan Pembinaan Program Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi (KBKR) dengan serapan anggaran sebesar Rp.745.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-
indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Waktu pelaksanaan Advokasi Konseling dan Promosi Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dan kegiatan lainnya berubah, karena
mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah, maka
pelaksanaannya dimajukan atau dimundurkan, sehingga berdampak pada
pencapaian kinerja.



D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam
menghadapi kendala pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator

Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Advokasi dan koordinasi dengan Dinas Terkait terutama Dinas
Pendidikan Kab. HSS, Kantor Kementerian Agama Kab. HSS, Kepala-Kepala
Sekolah untuk SLTP/SLTA se-Kab.HSS, Koordinator Penyuluh KKB Kecamatan
se-Kab.HSS, serta SKPD/Instansi terkait lainnya.

2. Menjadwalkan kembali rencana kegiatan disesuaikan dengan Kegiatan Belajar

Mengajar di SLTP dan SLTA.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

\ Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan

dengan mencentang (V).



BAB llI

PENUTUP

Bahwa Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Institusi
Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan
Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang
Perubahan Nomenklatur Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, telah melaksanakan tugas dengan pencapaian kinerja sasaran
kegiatan Advokasi Konseling dan Promosi Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi (KBKR) pada Triwulan | Tahun 2019 adalah sebesar 143,57%.

Demikian laporan kinerja pegawai ini dibuat sebagai kewajiban sebagai pejabat
pengawas dilingkungan Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 04 April 2019

Mengetahui Atasan Langsung, Kepala Seksi
Kepala Bidang Keluarga Berencana Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi
Dinas PPKBPPPA Kab. HSS, dan Institusi Masyarakat,

Dinas PPKBPPPA Kab. HSS,

SYAHRIL SOFIAN, S.Pi MAULIDY RIFANI, S.Mn
Pembina Penata Tingkat |
NIP. 19680305 199312 1 002 NIP. 19660717 198903 1 006



LAPORAN KINERJA PEGAWAI

TRIWULAN I TAHUN 2019

NAMA : RAKHMAD RIZALI, S.Kep

NIP : 19830318 200501 1 003

PANGKAT / GOL : PENATA (III/c)

JABATAN : Kepala Seksi Pelayanan Kontrasepsi pada

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82
Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pasal 17 menyatakan tugas Seksi

Pelayanan Kontrasepsi adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kontrasepsi;

b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan bahan
mengenai pelaksanaan pelayanan Kontrasepsi;

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan pembinaan mengenai strategi
pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga
Berencana dan pelayanan kontrasepsi;

d. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional,
pengendalian, pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian
dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan
kontrasepsi;

e. melaksanakan kegiatan Pelayanan Kontrasepsi, melalui Tim
Keliling Keluarga Berencana, Tim Mobil Unit Pelayanan Keluarga
Berencana maupun pada kegiatan momentum terhadap Pasangan
Usia Subur;

f. melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi
alat kontrasepsi pada gudang alokon Keluarga Berencana
Kabupaten;

g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan,
pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi

Keluarga Berencana,;

LKP Triwulan | tahun 2019 Rizali
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h. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi, lembaga swadaya
masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

Keluarga Berencana sesuai bidang tugas.
B. Struktur Jabatan

Seksi Pelayanan Kontrasepsi berada pada Bidang Keluarga
Berencana dan idealnya memiliki 3 Pelaksana berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah,
namun karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada
maka hanya ada satu orang Pelaksana. Meskipun demikian diharapkan
tidak mengganggu pencapaian target, sehingga outcome yang
diharapkan bisa optimal. Struktur jabatan bisa dilihat pada gambar 1.1
berikut :

Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data KB

Pengelola Layanan Keluarga Berencana

Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi

Gambar 1.1 Struktur Jabatan

LKP Triwulan | tahun 2019 Rizali
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BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

1 | Terlaksananya Jumlah PUS yang ber KB Peserta 34312 Program Keluarga Penyediaan Rp 259.507.900
pelayanan KBKR yang | menggunakan alat KB Berencana dan Pelayanan
merata dan | kontrasepsi Aktif Kesehatan Keluarga
berkualitas Reproduksi Remaja | Berencana
(KRR)

B. Capaian Kinerja

Tabel 2.2 Capaian Kinerja

Terlaksananya | Jumlah PUS | Peserta 34312 37158 108,29% | Program Penyediaan | Rp 259.507.900| Rp 56.800.000 | 21,89%
pelayanan KB | yang ber KB | KB Aktif Keluarga Pelayanan
KR yang | menggunakan Berencana Keluarga
merata dan | alat dan Berencana
berkualitas kontrasepsi Kesehatan
Reproduksi
Remaja (KRR)

Keterangan : Data Capaian Kinerja berdasarkan laporan Statistik Rutin BKKBN pada http://aplikasi.bkkbn.go.id/SR

LKP Triwulan | tahun 2019 Rizali
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C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja berdasar pada output dengan

standar

100 dan dinterpretasikan dengan mencapai, tidak mencapai, dan

atau melebihi target. Interpretasi tersebut bisa dilihat pada tabel 2.3

berikut:
Tabel 2.3 Metode penyimpulan capaian kinerja
No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 capaian kinerja

Seksi Pelayanan Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Sasaran dan indikator sasaran

mencapai 108,29%.

Capaian kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada Triwulan I adalah

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan
Penyuluhan KB ( DAK Fisik)

Belum ada realisasi sesuai perencanaan, selanjutnya proses
survei, pembuatan kontrak, reviu APIP sebagai salah satu syarat

penyaluran tahap pertama sedang berjalan.

Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik -
BOKB)

Beberapa kegiatan terealisasi, namun karena kendala
sumber daya dan beberapa kesalahan pelaporan serta
pertanggungjawaban  sehingga  proses realisasi menjadi

terhambat.

Kegiatan Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung
KB (DAK Non Fisik — BOKB)

LKP Triwulan | tahun 2019 Rizali
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4)

S)

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB
masih didominasi oleh kegiatan KKBPK, sementara kegiatan dari
instansi lintas sektor relatif terbatas; sarana yang ada di
Kampung KB umumnya masih terbatas pada sarana KIE
kegiatan KKBPK dan sarana KIE dari Kesehatan sementara
sarana dari instansi lintas sektor lainnya tidak banyak
ditemukan di Kampung KB; dan secara umum, pembinaan
Kampung KB masih bersifat sektoral dan belum terjadwal dan
belum terkoordinasi. Karena inilah kegiatan di Kampung KB

tidak optimal dan pada akhirnya mempengaruhi realisasi.

Kegiatan Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non
Fisik — BOKB)

Beberapa kegiatan terealisasi, namun beberapa kesalahan
pelaporan serta pertanggungjawaban sehingga proses realisasi

menjadi terhambat.

Kegiatan Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat
oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik — BOKB)
Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) adalah
wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan
Program KKBPK baik dalam bentuk kelompok/organisasi
maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.
IMP ditingkat desa/kelurahan yang dikenal dengan nama PPKBD
(Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kota), sedangkan

IMP tingkat dusun/RW disebut Sub PPKBD.

kader IMP merupakan sumber daya manusia lokal yang sangat
penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan
untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB di
masyarakat seiring dengan terus menurunnya jumlah Penyuluh

KB yang aktif karena pindah dan pensiun.

Sekarang ini, Kader IMP secara faktual telah lahir dan hadir
namun belum nampak kompetensi yang dimiliki serta belum

LKP Triwulan | tahun 2019 Rizali
page 8



terlibat dan berperan serta secara aktif sebagaimana semestinya.
Sehingga kekurangan dan kelemahan baik dalam pelaksanaan
maupun pelaporan di lapangan menjadi kendala pada kegiatan

ini.

6) Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke
Faskes (DAK Non Fisik — BOKB)

Beberapa kegiatan terealisasi namun realisasi keuangan

belum ada, selanjutnya kendala sumber daya manusia yang

sangat terbatas juga menjadi suatu masalah sehingga proses

realisasi menjadi terhambat.

Output enam kegiatan tersebut mempunyai tujuan spesifik untuk
mencapai indikator perkegiatan. Namun secara umum outcome
seluruh rangkaian kegiatan adalah untuk mempertahankan Jumlah
PUS yang ber-KB menggunakan alat kontrasepsi (Peserta KB Aktif)
dan menambah Jumlah PUS yang ber-KB (Peserta KB baru). Oleh
karena itu ada saling keterkaitan antara kegiatan dengan perjanjian

kinerja pada tabel 2.1.

Selanjutnya untuk menunjang Perjanjian Kinerja disusunlah
target kinerja ( bisa dilihat pada tabel 2.4) yang disesuaikan dengan
tupoksi dan kegiatan tambahan lainnya. Dalam hal ini setiap item
tupoksi dijabarkan dengan beberapa item kegiatan dengan target
kinerja yang realistis. Setiap item target kinerja tersebut pada
bertujuan spesifik pada setiap tupoksi. Output yang diharapkan
adalah terealisasinya target kinerja yang direncanakan. Outcome dari
seluruh rangkaian kegiatan juga untuk mempertahankan Jumlah
PUS yang ber-KB menggunakan alat kontrasepsi (Peserta KB Aktif)
dan menambah Jumlah PUS yang ber-KB (Peserta KB baru). Dengan
demikian, perjanjian kinerja pada tabel 2.1 bisa direalisasikan
melalui rangkaian kegiatan pada target kinerja berdasar tupoksi dan

enam kegiatan yang sudah disebutkan terdahulu.

LKP Triwulan | tahun 2019 Rizali
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Tabel 2.4 Target Kinerja berdasar topuksi

h%——ﬁﬁﬁ

1 | menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan | 1.1 | Menyusun Pra RKAT.A 2020 Dokumen
Kontrasepsi 1.2 | Menyusun RKA pergeseran T.A 2019 Dokumen 2
menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan Membuat Laporan pelaksanaan pelayanan
2 . 121 . Dokumen 1 1
bahan mengenai pelaksanaan pelayanan Kontrasepsi kontrasepsi
menyiapkan b?‘ha” penyusunan _petunjuk t?k”'s’ Membuat Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
3 | Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembinaan | 3.1 . Dokumen 1
i . . Operasional Keluarga Berencana
mengenai strategi pelaksanaan pengendalian dan
pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan Membuat Petunjuk Teknis Pelayanan
; 3.2 . Dokumen 1
pelayanan kontrasepsi kontrasepsi
3.3 | Membuat SOP Pelayanan Kontrasepsi Dokumen 1
4 melaksanakan . kegiatan pe_nyusunan_ rencana | 4 1 | Melakukan Pembinaan Faskes Klinik KB Kegiatan 1 1
program operasional, pengendalian, pembinaan serta
strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan Membuat Laporan Hasil Pembinaan Faskes
akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan | 4.2 | . g Dokumen 1 1
kontrasepsi
melaksanakan kegiatan Pelayanan Kontrasepsi, Membuat perencanaan kebutuhan
5 | melalui Tim Keliling Keluarga Berencana, Tim Mobil | 5.1 | kegiatan pelayanan KB Gratis melalui Kegiatan 1
Unit Pelayanan Keluarga Berencana maupun pada MUYAN KB
kegiatan momentum terhadap Pasangan Usia Subur 5o Memfasilitasi kegiatan Pelayanan KB Gratis cegintan .
' | melalui MUYAN KB &
Membuat Laporan Pelaksanaan Pelayanan
. . D
53 | K8 Gratis melalui MUYAN KB okumen
6 melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, 6.1 Membuat Pedoman pengendalian dan Dokumen 1
penyaluran/distribusi alat kontrasepsi pada gudang | ~ = | pendistribusian Alokon
alokon Keluarga Berencana Kabupaten Menganalisa Kebutuhan Alokon pada
6.2 . Dokumen 1 1
Faskes Klinik KB
6.3 | Mendistribusikan Alokon ke Faskes KB Kegiatan 1 1
melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan Membuat  Laporan  Evaluasi hasil
7 | kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan | 7.1 | pelaksanaan kegiatan pelayanan Dokumen
alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana kontrasepsi akhir tahun
menylapkan bahan kerjasama dengan instansi, Melakukan Rapat monitoring dan evaluasi .
8 | lembaga swadaya masyarakat, kader dalam | 8.1 bulanan kegiatan 1 1
pelaksanaan pelayanan kontrasepsi
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BAB III
PENUTUP

Capaian kinerja Triwulan I 2019 capaian kinerja Seksi Pelayanan
Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dari Sasaran dan indikator sasaran mencapai 108,29%. Angka
capaian yang melebihi ini dicapai berkat kerja sama yang baik antara para
pihak. Keterpaduan program dan kegiatan pada seksi ini juga menopang
pencapaian tersebut. Meskipun ada beberapa kegiatan yang belum optimal
namun tidak mengurangi output capaian. Akan tetapi hal itu akan menjadi
dasar evaluasi dan perbaikan pada triwulan selanjutnya. Dengan demikian,
sinkronisasi dan keterpaduan kegiatan dengan indikator sasaran menjadi
sangat penting serta adanya keberlanjutan kegiatan yang juga tidak kalah

penting.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepal ksi Pel
Kepala Bidang Keluarga Berencana, epala Seksi Pelayanan

Kontrasepsi,
SYAHRIL SOFIAN RAKHMAD RIZALI, S.Kep
Pembina Penata
NIP.197107261997032005 NIP.19830318 200501 1 003
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LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA NURUL YUDA

NIP 19700120 199303 2 006

PANGKAT / GOL : PENATA (III/c)

JABATAN :  Kasi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Bidang
Pemberdayaan  Perempuan  Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.

Triwulan : I Tahun 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016

tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah

tugas Sub. Bagian Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut :

a.

b.

7Q

menyusun rencana kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan
Keluarga;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian pelaksanaan
pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
pengelolaan data/informasi gender;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan
data/ informasi gender;

menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga
dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan,
pengelolaan data/ informasi gender;

melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi
penerapan  kebijakan  pelaksanaan = pengarusutamaan = gender,
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan, pengelolaan data/ informasi gender;

memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan
kebijakan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga
dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
serta pengolahan, analisis dan penyajian data/ informasi gender;

menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender;

menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;



i. melaksanakan upaya peningkatan kesetaraan gender pada keluarga;

j- menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
dan

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABID
PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

KASI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DAN KELUARGA




A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : I

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

Terlaksananya |Jumlah SKPD yang SKPD - - - Program Peningkatan | Pelaksanaan PUG | 67.014.500,-
MoU perencanaan dan Peran Serta dan di tingkat daerah

peningkatan penganggaran responsif Kesetaraan Gender

peran serta dan | gender dalam Pembangunan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan

Terlaksananya |Jumlah kegiatan peran serta | Kegiatan - - 1 Peningkatan Peran Serta dan |445.339.100,-
pelayanan, dan partisipasi masyarakat Pelayanan Kinerja Partisipasi

penatausahaan Perangkat Daerah Masyarakat

administrasi

umum, dan
kepegawaian




B. CAPAIAN KINERJA 2019
Triwulan : I

Terlaksananya | Jumlah SKPD - Program Pelaksanaan | 67.014.500,- - -
MoU SKPD yang Peningkatan PUG di

peningkatan perencanaa Peran Serta dan | tingkat

peran serta dan | n dan Kesetaraan daerah

kesetaraan penganggar Gender dalam

gender dalam an responsif Pembangunan

pembangunan gender

perempuan

Terlaksananya | Jumlah Kegiatan 100% | Peningkatan Peran Serta | 445.339.100, | 134.257.400 27.78
pelayanan, kegiatan Pelayanan dan :

penatausahaan | peran serta Kinerja Partisipasi

administrasi dan Perangkat Masyarakat

umum, dan partisipasi Daerah

kepegawaian masyarakat




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 26

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi

1 >100% Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, capaian
kinerja Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai
Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 1 (dua) indikator sasaran belum
sampai pada penjadwalan target pencapaian yang direncanakan akan
dilaksanakan pada triwulan II, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang
menunjang dalam pencapaian target sasaran indikator tersebut yang
telah dilaksanakan dan mencapai 100,00% atau melebihi target

dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Terlaksananya MoU peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Indikator Kinerja : Jumlah SKPD yang perencanaan dan
penganggaran responsif gender (target pencapaian dimulai pada
triwulan II),
Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan
Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui
Kegiatan Pelaksanaan PUG di tingkat daerah dengan serapan
anggaran sebesar Rp. 0,- (karena penjadwalan kegiatan dimulai
pada triwulan II)

2. Sasaran : Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi
umum, dan kepegawaian
Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi
masyarakat kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan

antara lain :



-Jumlah Surat Keputusan Bupati yang berkaitan tentang
P2WKSS dan KSI, tercapai (100%)

- Jumlah Pembinaan terhadap desa P2WKSS dan KSI, terlaksana
(100%).

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi
Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Tahun 2019
disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi
Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Tahun 2019
disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian
Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program
Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah melalui
kegiatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dengan serapan
anggaran sebesar Rp. 134.257.400,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu
masih kurangnya SDM yang memahami dalam pelaksanaan

pengarusutamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan

pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang SDM yang memahami dalam
pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan.



E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan I tahun 2019 capaian belum dapat dilaksanakan karena
terjadwal pada triwulan II akan tetapi kegiatan yang mendukung dalam
pelaksanaan tugas kualitas hidup perempuan dan keluarga yaitu
kegiatan peningkatan peran serta partisipasi masyarakat sudah

terlaksana 100%.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang
memahami dan terlatih dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Saran/masukan
Perlunya sumber daya manusia yang terlatih dan memahami dalam

pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan.
Tanggal, 01 April 2019
Mengetahui,
Atasan Langsung
Kabid Kasi
Pemberdayaan Perempuan, Kualitas Hidup Perempuan dan
Keluarga,
O
1@,
Hj. NOORHADINI ULFAH, SKM NURUL YUDA
Pembina Tk. I Penata

NIP. 19640701 198712 2 005 NIP. 19700120 199303 2 006



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA NOPSIARTI, SP
NIP 19821109 200604 2 011
PANGKAT / GOL : PENATA TK. I (III/d)
JABATAN : Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Pemberdayaan
Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. HSS.
Triwulan : I Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016

tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah

tugas Sub. Bagian Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut :

a.
b.

menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan;

menyiapkan bahan perumusan dan kajian kebijakan pencegahan dan
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan,
penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kebijakan
pengelolaan data/informasi di bidang perlindungan perempuan;

. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pencegahan,

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan,
penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pengelolaan
data/informasi di bidang perlindungan perempuan;

menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan
pengelolaan data/informasi perlindungan perempuan;

melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan
distribusi kebijakan pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan, penanganan kekerasan terhadap
perempuan dan pengelolaan data/ informasi perlindungan
perempuan,;

melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan;

melaporkan penerapan kebijakan pencegahan, perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan, penanganan kekerasan
terhadap perempuan dan pengelolaan data/informasi perlindungan
perempuan; dan



h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABID
PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

KASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN




BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : I

1 | Tersedianya Jumlah organisasi organisasi - - - Program Peningkatan | Pelayanan 10.045.000,-
layanan perempuan penyedia Perlindungan hak Penyelenggaraan
perlindungan pelayanan perlindungan Perempuan Perlindungan
perempuan perempuan dibina Perempuan

B. CAPAIAN KINERJA 2019
Triwulan : I

1 | Tersedianya Jumlah organisasi | - | - | - | - |- | - - Program
layanan organisasi Peningkatan
perlindungan | perempuan Perlindungan hak
perempuan penyedia Perempuan

pelayanan
perlindungan
perempuan
dibina

Pelayanan
Penyelenggaraan
Perlindungan
Perempuan

10.045.000,

1.131.000,-

11,26%




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 26

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi

1 >100% Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, capaian
kinerja Seksi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1
(satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran belum sampai pada
penjadwalan target pencapaian yang direncanakan akan dilaksanakan
pada triwulan II, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang menunjang
dalam pencapaian target sasaran indikator tersebut yang telah
dilaksanakan dan mencapai 100,00% atau melebihi target dengan

ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Tersedianya layanan perlindungan perempuan
Indikator Kinerja : Jumlah organisasi perempuan penyedia
pelayanan perlindungan perempuan dibina (target pencapaian
dimulai pada triwulan II), kegiatan yang mendukung dalam
pelaksanaan antara lain :

-Jumlah desa yang mendapat sosialisasi perlindungan
perempuan dalam rumah tangga, tercapai (100%)

-Jumlah pendampingan pelaksanaan penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan atau pun
yang terdata, melebihi target (300%).

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi
Perlindungan Perempuan Tahun 2019 disusun dan
disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi
Perlindungan Perempuan Tahun 2019 disusun dan

disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)



Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan
Perlindungan hak Perempuan melalui Kegiatan Pelayanan
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dengan serapan
anggaran sebesar Rp. 1.131.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu
masih kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan
dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
sehingga dalam penyelesaian dan pendampingannya

memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama.
D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan

pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam pelayanan
dan pendampingan Perlindungan Perempuan yang sudah terlatih

dalam penanganan kasus.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).




Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang
terlatih dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan

terhadap perempuan sehingga pelayanan dengan cepat terselesaikan.

C. Saran/masukan
Perlunya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan dan

pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kabid Kasi
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan,
\—A/% “ ‘///ﬁ//
Hj. NOORHADINI ULFAH, SKM NOPSIARTI, SP
Pembina Tk. I Penata Tk. I

NIP. 19640701 198712 2 005 NIP.19821109 200604 2 011



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA :  HJ. NANI TRISNAWATI, S. Kep., MM
NIP ;19720225 199503 2 003
PANGKAT / GOL :  PEMBINA (IV/a)
JABATAN :  Kasi Pemenuhan Hak Anak Dinas PPKBPPPA
Triwulan : I Tahun 2019
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016
tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas
Seksi Pemenuhan hak Anak Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak;

b. menyiapkan bahan penyusunan Perumusan dan kajian pemenuhan
hak anak;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan
kebijakn pengeloalaan data/informasi dan pemenuhan hak anak;

d. melakasanakan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengelolaan data/informasi dan pemenuhan hak anak;

e. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi,, bimbingan teknis, supervisi
dan distribusi kebijakan pengelolaan data/informasi, pemenuhan hak
anak;

f. memantau dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak
anak;

g. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
Pemerintah, non Pemerintah, dan dinia usaha;

h. memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pembentukan
lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus, pembentukan lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup;

i. memnatau perkembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup anak;

j- memantau perkembangan lembaga penyedia layanan peningkatan

kualitas hidup anak;



k. menyiapakan penguatan dan pengembanagn lembaga penyedia
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

l. menyiapkan penguatan dan pengembagan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas diatas Kasi Pemenuhan Hak Anak

mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABID

KASI PEMENUHAN HAK ANAK




A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : I

Tersedianya desa
dan kelurahan
Layak Anak

Jumlah indikator
desa/kelurahan layak
anak yang terpenuhi

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

Variabel
indikator

KINERJA JABATAN

Jumlah Konsep Pra
RKA tentang
Pemenuhan Hak Anak
yang disusun

dokumen

Jumlah konsep SK
Sekolah Ramah Anak
(SRA)

dokumen

Jumlah Konsep bahan
dan perlengkapan
untuk rapat kegiatan
Pemenuhan Hak Anak

dokumen

Program Pemenuhan
Hak Anak dan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak

Pelayanan
Pemenuhan Hak
Anak

92.724.300




Jumlah Konsep bahan
dan perlengkapan
untuk rapat pengurus
Forum Anak Daerah

dokumen

Jumlah Konsep bahan
dan perlengkapan
untuk rapat Evaluasi
Kabupaten Layak Anak
(KLA)

dokumen

Jumlah pelaksanaan
sosialisasi Perlindungan
Anak /Pemenuhan Hak
Anak yang disiapkan

kali

Jumlah bahan Evaluasi
KLA

dokumen




Jumlah Laporan
Evaluasi KLA

dokumen

Jumlah pembentukan
kelembagaan Forum
Anak Desa yang
disiapkan

kelompok

Jumlah pembinaan
Forum Anak Desa

kelompok

Jumlah pembinaan
Forum Anak Kecamatan

kali




Jumlah Puskesmas

Ramah Anak yang
dibina

kali

Jumlah Sekolah Ramah
Anak yang dibina

kali

Jumlah Laporan
Realisasi Fisik &
Keuangan Kegiatan per
Triwulan

laporan

Jumlah Laporan
Realisasi Fisik &
Keuangan Kegiatan
Bulanan

laporan




B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : 1

Tersedianya
desa dan
kelurahan
Layak Anak

Jumlah
indikator
desa/kelurah
an layak
anak yang
terpenuhi

Variabel
indikator

100%

Jumlah
Konsep Pra
RKA tentang
Pemenuhan
Hak Anak
yang disusun

dokumen

100%

Jumlah
konsep SK
Sekolah
Ramah Anak
(SRA)

dokumen

100%

Jumlah
Konsep
bahan dan
perlengkapan

dokumen

100%

Program
Pemenuhan
Hak Anak
dan
Peningkatan
Kualitas
Hidup Anak

Pelayanan
Pemenuhan
Hak Anak

92.724.300

5,715.000

6,16




untuk rapat
kegiatan
Pemenuhan
Hak Anak

Jumlah
Konsep
bahan dan
perlengkapan
untuk rapat
pengurus
Forum Anak
Daerah

dolumen

100%

Jumah
Konsep
bahan dan
perlengkapan
untuk rapat
Evaluasi
Kabupaten
Layak Anak
(KLA)sesuai
dengan
ketentuan
yang berlaku

dokumen

100%




Jumlah
sosialisasi

Perlindungan
Anak

/Pemenuhan
Hak Anak
yang
dilaksanakan

kali

100%

Jumlah
bahan
Evaluasi KLA
yang
disiapkan

dokumen

100%

Jumlah
Laporan
Evaluasi KLA

dokumen

100%




Jumlah
kelembagaan
Forum Anak

Desa yang
dibentuk

kelompo
k

100%

Jumlah
pembinaan
Forum Anak
Desa

kelompo

100%

Jumlah
Forum Anak
Kecamatan
yang dibina

kali

100%




Jumlah
Puskesmas
Ramah Anak
yang dibina

kali

100%

Jumlah
Sekolah
Ramah Anak

yang dibina

kali

100%

Jumlah
Realisasi
Fisik &
Keuangan
Kegiatan per
Triwulan

laporan

100%




Jumlah
Laporan
Realisasi
Fisik &

Keuangan
Kegiatan
Bulanan

laporan

100%




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi

1 >100% Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas rata-rata

capaian kinerja Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anaka Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran

dan 16 (enam belas) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% atau

melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Tersedianya desa dan kelurahan Layak Anak

1.

Indikator Kinerja :

Jumlah indikator desa/kelurahan layak anak yang terpenuhi
tercapai (100%)

Jumlah Konsep Pra RKA tentang Pemenuhan Hak Anak yang
disusun (100%)

Jumlah konsep SK Sekolah Ramah Anak/SRA) (100%)
Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat
kegiatan Pemenuhan Hak Anak (100%)

Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat
pengurus Forum Anak Daerah (100%)

Jumah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat Evaluasi
Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (100%)

Jumlah sosialisasi Perlindungan Anak / Pemenuhan Hak
Anak yang dilaksanakan (100%)

Jumlah Jumlah bahan Evaluasi KLA yang disiapkan (100%)
Jumlah Laporan Evaluasi KLA (100%)

Jumlah kelembagaan Forum Anak Desa yang dibentuk
(100%)




- Jumlah pembinaan Forum Anak Desa yang dibina (100%)

- Jumlah Forum Anak Kecamatan yang dibina (100%)

- Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibina (100%)

- Jumlah Sekolah Ramah Anak yang dibina(100%)

- Jumlah Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan per Triwulan
(100%)

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan
Bulanan (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator

Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Pemenuhan Hak

Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Kegiatan

Pelayanan Pemenuhan Hak Anak dengan serapan anggaran

sebesar Rp. 5,715.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian

indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu pelaksanaan

kegiatan tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan

karena disesuikan dengan kondisi di lapangan karena kurangnya

koordinasi pihak terkait dan masih terbatasnya peran Forum

Anak Daerah dalam keterlibatan pembinaan Forum Anak Desa

dan Kecamatan sehingga berdampak pada keterlambatan dalam

mengajukan realisasi keuangan .

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan

pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1.

Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait (sekolah dan
masyarakat) dan SKPD lintas sektor.
. Optimalisasi peran serta Forum Anak Daerah (FAD) dalam pembinaan

Forum Anak Desa dan Kecamatan.



E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Tahun I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target

indikator kinerja, antara lain:

1. Koordinasi dengan pihak terkait (sekolah dan masyarakat kurang
optimal

2. Masih terbatasnya peran Forum Anak Daerah dalam keterlibatan
pembinaan Forum Anak Desa dan Kecamatan

B. Saran/masukan

1. Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait (sekolah dan
masyarakat) dan SKPD lintas sektor.

2. Memotivasi Forum Anak Daerah (FAD) untuk mengoptimalkan peran

sertanya dalam pembinaan Forum Anak Desa dan Kecamatan.

Tanggal, 01 April 2019
Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bidang Perlindungan Anak, Kasi Pemenuhan Hak Anak,

\T

Hj. TATIK SRI RAHAYU, S.Pt., MP Hj. NANI TRISNAWATI, S. Kep., MM
Pembina Pembina
NIP. 19681007 199803 2 002 NIP.19780225 1995033 2 003




LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : LAILY DIMIATI, S.Sos

NIP : 19731116 200804 2 001

PANGKAT / GOL : PENATA (III/c)

JABATAN : Kasi Perlindungan Khusus Anak Bidang Pemberdayaan
Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. HSS.

Triwulan : I Tahun 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016

tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah

tugas Sub. Bagian Perlindungan Khusus Anak adalah sebagai berikut :

a.
b.

menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak.

menyusun bahan perumusan kebijakan perlindungan khusus anak
dan kebijakan pengelolaan data/ informasi kekerasan terhadap anak

menyusun bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan
kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/
informasi kekerasan terhadap anak.

menyusun bahan pelaksanaan perumusan kajian kebijakan
perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/informasi kekerasan
terhadap anak.

menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/
informasi kekerasan terhadap anak.

menyusun bahan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan
perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/ informasi
kekerasan terhadap anak.

menyusun bahan bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/informasi
kekerasan terhadap anak.

memantau dan melaporkan penerapan kebijakan perlindungan
khusus anak dan kebijakan pengelolaan data/ informasi kekerasan
terhadap anak

menyusun bahan evaluasi upaya pencegahan kekerasan terhadap
anak pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah, dan dunia usaha

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perlindungan Anak sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABID
PERLINDUNGAN ANAK

KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK




A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : I

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

Tersedianya Persentase Penanganan Jumlah 1 1 1 Program Peningkatan | Pelayanan 23.966.000,-
layanan kasus korban kekerasan Kasus Perlindungan Anak Penyelenggaraan
perlindungan terhadap anak yang Perlindungan Anak
anak terselesaikan oleh P2TP2A
Jumlah PATBM yang Desa - 1 1
dibentuk dan di bina




B. CAPAIAN KINERJA 2019

Triwulan : I

Tersedianya
layanan
perlindungan
Anak

Persentase
Penanganan
kasus korban
kekerasan
terhadap
anak yang
terselesaikan
oleh P2TP2A

Jumlah
Kasus

Program
Peningkatan
Perlindungan
Anak

Pelayanan
Penyelenggaraan
Perlindungan
Anak

23.966.000,

7.820.415,-

32,63

Jumlah
PATBM yang
dibentuk dan
di bina

Desa




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 26

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi

1 >100% Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, capaian

kinerja Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran

dan 1 (satu) indikator sasaran sudah sesuai sampai pada penjadwalan

target pencapaian yang direncanakan akan dilaksanakan pada

triwulan II, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang menunjang dalam

pencapaian target sasaran indikator tersebut yang telah dilaksanakan

dan mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian

kinerja sebagai berikut:

1.

Sasaran : Tersedianya layanan perlindungan anak

Indikator Kinerja : Persentase penanganan kasus korban

kekerasan anak yang terselesaikan oleh P2TP2A (target

pencapaian dimulai pada triwulan II), kegiatan yang mendukung

dalam pelaksanaan antara lain :

Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
(PATBM) yang dibentuk atau dibina, tercapai (100%)

Jumlah pendampingan pelaksanaan penanganan kasus
kekerasan terhadap anak yang melaporkan atau pun yang
terdata, (100%).

Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi
Perlindungan anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan
tepat waktu, tercapai (100%)

Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi
Perlindungan khusus Anak Tahun 2019 disusun dan

disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)




Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan
Perlindungan Anak melalui Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan serapan anggaran sebesar
Rp. 7.820.415,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu
masih kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan
dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak sehingga
dalam penyelesaian dan pendampingannya memerlukan tenaga

dan waktu yang cukup lama.
D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan

pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam pelayanan
dan pendampingan Perlindungan Perempuan yang sudah terlatih
dalam penanganan kasus.

2. Perlunya kerjasama masyarakat / desa untuk dibentuk Perlindungan

Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang




Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang ( V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang
terlatih dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan

terhadap anak sehingga pelayanan cepat terselesaikan.

C. Saran/masukan
Perlunya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan dan

pendampingan kasus kekerasan terhadap anak.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kabid Kasi
Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus Anak
,[D'u\ t
/
Hj. TATIK SRI RAHAYU, S.Pt, MP LAILY DIMIATI, S.Sos
Pembina Tk. I Penata

NIP. 19681007 199803 2 002 NIP.19731116 200804 2 001



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : DESSYANNA PUSPITASARI, S.Psi

NIP : 19801222 201101 2 005

PANGKAT / GOL : Penata (III/c)

JABATAN : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Dinas PPKBPPPA

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Triwulan |

BAB I
PENDAHULUAN
A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, bahwa tugas Sub. Bagian Perencanaan adalah sebagai

berikut :

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian
Perencanaan;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan
perubahan anggaran;
5. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam
rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan,

jangka menengah maupun jangka panjang;



6. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran
belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana
anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;

8. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan
rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;

9. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa
data yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan
penelitian dan pengembangan;

10. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas,
baik laporan rutin maupun laporan insidentil;

11. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian
Perencanaan; dan

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai

bidang tugas

Untuk melaksanakan tugas diatas Sub. Bagian Perencanaan mempunyai

fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)




BAB

II

AKUNTABILITAS KINERJAKINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Triwulan : I

Pagu Anggaran
No Sasaran Indikator Satuan | Target Program Kegiatan e R g)g
P
1 | Terpenuhinya dokumen AKIP | Dokumen AKIP Dokumen 7 Peningkatan P
dari aspek kualitas memenuhi aspek Perencanaan, Pelaporan Dirgﬁsgan 4.910.000
kualitas Capaian Kinerja dan AKIP ’ )
Keuangan
B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : I
Indikator Capaian Pa Realisasi Serapan
No Sasaran R . Satuan | Target | Realisasi | kinerja Program Kegiatan gu Anggaran
Kinerja (%) Anggaran | Anggaran (%)
1 | Terpenuhinya Dokumen Dokumen Peningkatan
dokumen AKIP | AKIP 7 7 100 Perencanaan,
dari aspek memenuhi Pelaporan Penyusunan
kualitas aspek Capaian Dokumen 4.910.000 477.500 9,73
kualitas Kinerja dan AKIP
Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan I 7 7 100




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi

1 >100% Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I Tahun 2019 di atas

capaian kinerja Sub. Bagian Perencanaan indikator sasaran dapat

mencapai 100% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1.

Sasaran : Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas,

capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas (Renstra, Renja,

Dokumen IKU, Cascading, PK Murni, Pra RKA, LKj Triwulan I)

tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan

indikator sasaran yang tdak tercapai.

Sasaran yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua

dokumen AKIP dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang




Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan
yang diperlukan dengan mencentang (V ).



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan I tahun 2019 diperoleh capaian kinerja sasaran 100%

dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator
kinerja tidak ada. Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar
bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga dokumen AKIP dapat diselesaikan
tepat waktu.

C. Saran/masukan
Meningkatkan koordinasi antara pelaksana pengumpul data dengan
masing-masing bidang sesuai dengan SOP Mekanisme Pengumpulan

Data Kinerja.

Tanggal, 5 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Sub Bidang Perencanaan,

-
!

Dessyanna Puspitasari, S.Psi
Pembina Tk.I Penata
NIP. 19700624 199602 1 001 NIP. 19801222 201101 2 005







LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : RUSNAWATI, SKM
NIP : 19740321 200212 2 003
PANGKAT/GOL : PENATA/IlIc
JABATAN : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PPKBPPPA KAB.
HSS

TRIWULAN : I Tahun 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang

kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;

c. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan
Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing bidang;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan
pemindahtanganan barang;

e. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi
tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

g. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
lingkungan kantor;

h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian, meliputi
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawaia meliputi pembinaan
disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan
dan kedudukan hukum pegawai;

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan
serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

l.  Menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK,
dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;



m. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) PADA Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugas.

B. Struktur Jabatan

SEKRETARIS

SUB. BAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

BABII
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :
A. Perjanjian Kinerja

Triwulan |
B. Capaian Kinerja

Triwulan I
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C. Evaluasi dan Analisa Kinerja

Metode penyimpulan Capaian Kinerja sbb

No Capaian Interprestasi
| >100% Melebihi target

2 =100% Mencapai target

3 <100% Tidak mencapai target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan I 2019 di atas, untuk capaian sub bagian
umum dan kepegawaian mencapai 100% dengan rincian capaian kinerja sebagai
berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya pelayanan penatausahaan administrasi umum dan
kepegawaian, capaian kinerja adalah 100%
Indikator Kinerja :
> Pelayanan administrasi sesuai target, tercapai 100%, Sementara kegiatan
penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD masih 0 %
dikarenakan belum jadwal pelaksanaan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indikator sasaran yang
tidak tercapai.

Sasaran yang tidak tercapai dari uraian di atas tidak ada, pelayanan administrasi sesuai
standar sudah dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan Kurang baik

vl Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Laporan diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan
dengan mencontreng (Y)




BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

B.

Pada Triwulan I Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 100%
Permasalahan

Adanya mekanisme internal

Adanya mekanisme revisi anggaran Kas dengan dokumen pelaksanaan anggaran
Adanya mekanisme pengadaan barang dan jasa

Yang memperlambat proses realisasi dan penyerapan

Saran/Masukan

Perbaikan termasuk merevisi beberapa peraturan agar permasalahan yang ada dapat
teratasi dengan baik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kandangan, 31 Maret 2019

Mengetahui : Kepala Sub Bagian
Atasari Lingsung Umum dan Kepegawaian
ekretaris Dinas PPKBPPPA Kab. HSS
v i
MOCH. ADIB, SKM, M. Kes RUSNAWATI, SKM

NIP. 19700624 199602 1 001 NIP. 19740321 200212 2 003



